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Constitutional democray : adalah demokrasi yang berdasarkan pada 

konstitusi (Uandang-Undang Dasar). 

Closed list  : sistem Pemilu dengan menggunakan daftar calon tertutup.  

Democracy  : kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyar, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. 

Direct democracy   : penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung melalui 

Pemilu. 

Electoral system  : sitem Pemilu yaitu instrument untuk menterjemahkan  

perolehan suara di dalam Pemilu ke dalam kursi-kursi yang 

dimenangkan oleh partai atau calon. 

Electoral proceses  : proses Pemilu terkait dengan  pilihan teknis Pemilu. 

Equality before the law  : persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum, 

tidak ada perbedaan terhadap setiap warga negara. 

Macht staat  : negara berdasarkan atas kekuasaan. 

Openend list  : Pemilu dengan system varian daftar calon terbuka. 

Plurality/majority system  : sistem Pemilu dalam menentukan perolehan kursi 

dengan menggunakan suara terbanyak. 

Proportional representation system  : penentuan jumlah kursi pada daerah 

pemilihan didasarkan pada jumlah penduduk di satu daerah.  

Procedural democracy  : prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan secara 

langsung itu hendaknya dilakukan melalui saluran-saluran yang 

sah sesuai dengan prosedur demokrasi. 

Rechts staat  : Negara berdasarkan atas hukum. 

Supremacy of law  : adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan 

tertinggi. 

In Abstrakto : Berlaku umum. Hukum in abstrakto : hukum berlaku umum 

In Concreto : Hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. 

Ius Constitutum : adalah hukum yang berlaku. 

Ius Constituendum : adalah hukum yang dikehendali dimasa mendatang. 

Keadilan yang ngewongke wong : Keadilan yang memanusiakan manusia.  
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ABRI  : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Bawaslu  : Badan Pengawas Pemilu. 

BPP  : Bilangan Pembagi Pemilih. 

Dapil  : Daerah Pemilihan. 

DPD  : Dewan Perwakilan Daerah. 

DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat. 

DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

GBHN  : Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Golkar  : Golongan Karya. 

KPU  : Komisi Pemilihan Umum. 

MK  : Mahkamah Konstitusi 

MPR   : Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Panwaslu  : Panitia Pengawas Pemilu. 

Pemilu  : Pemilihan Umum. 

PDI  : Partai Demokrasi Indonesia. 

PKPU  : Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 

PPP  : Partai Persatuan Pembangunan. 

PPK  : Panitia Pemilihan Kecamatan. 

PPS  : Panitia Pemungutan Suara. 

PPLN  : Panitia Pemilihan Luar Negeri. 

UUDNRI  : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

UU  : Undang-Undang. 

 


